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ABSTRAK

Indah Dwi Larasati 8105123269. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Bagian Seksi Manajemen Intern AKN II.C Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia. Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Program Studi Pendidikan
Ekonomi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas
Negeri Jakarta. November 2014

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian seksi Manajemen
InternAuditorat II.C, Bagian Sub Bagian Auditorat Keuangan Negara II1.C,
Auditorat Keuangan Negara I, Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto
No.31, Jakarta Pusat 10210.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama satu bulan
terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 11 Juli 2014, dengan lima
hari kerja yaitu hari Senin - Jum’at, yaitu mulai pukul 08.00 — 17.00 WIB dan
07.30 — 15.30 WIB pada saat bulan puasa.

Kegiatan yang dilakukan praktikan selama melakukan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) antara lain: membantu membuat surat masuk dan lembar
disposisi serta mendata surat tugas, menginput data inventaris barang MIA KN I
C, menginput data hutang event MIA KN II A, menginput data pada SSP, dan
memperbanyak dokumen.

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan ini adalah agar praktikan
memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dari semua kegiatan yang
dilakukan selama melaksanakan kegiatan PKL, sehingga praktikan dapat
mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja dan meningkatkan kemampuan serta
keterampilan dalam dunia kerja sesuai bidangnya.

Kendala yang praktikan hadapi adalah praktikan merasa canggung kepada
karyawan tempat praktikan melakukan praktik selain itu praktikan belum terbiasa
dengan pekerjaan yang diberikan namun seiring berjalannya waktu praktikan
mampu menyesuaikan diri.









KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Karena
atas rahmat dan karunia-nya, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
hingga penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat
terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.

Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan
akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) yang penulis lakukan selama satu bulan di Auditorat Keuangan
Negara Il ,Sub Bagian Manajemen Intern AKN II.C (MIA KN 11.C) Badan
Pemeriksa Keuangan. Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan
dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih
kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya;

2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan
semangat dan motivasi;

3. Drs. Dedi Purwana, SE., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta;
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Drs. Nurdin Hidayat,MM,M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Dr. Siti Nurjanah, SE., MM. Selaku Ketua Program Studi S1
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

Dra. Sri Zulaihati, M,si selaku dosen pembimbing Praktik Kerja
Lapangan;

Bapak Edy Mulya, selaku Kepala Sub MIA KN II;

Bapak Eko Kindro Siswanto, selaku kepala Seksi MIA [I.C dan Bapak
Fazza Johan selaku staff MIA KN 1I.C dan pembimbing PKL.

Teman-teman Pendidikan Akuntansi Reguler 2012.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan yang ada dalam

pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL, Oleh karena itu, penulis

memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.Semoga penyusunan

laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca

umumnya, sebagai peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan PKL

Pendidikan Akuntansi maupun di dunia kerja mendatang.

Jakarta, November 2014

Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modernisasi dimana teknologi informasi dan ilmu
pengetahuan menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan.
Modernisasi menjadi salah satu tantangan setiap Negara di Dunia terutama di
bidang pekerjaan. Modernisasi menuntut adanya perbaikan dari setiap
individu maupun perkelompok seperti negara mulai dari pendidikan,
teknologi dan sumber daya manusianya. Dalam hal ini individu dituntut untuk
memiliki kompetensi yang menjual dalam bidang keahlian tertentu, sehingga
individu harus siap terhadap perubahan yang tadinya tradisional menjadi
sesuatu yang modern.

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan suatu upaya pengembangan
diri agar tercipta individu yang siap kerja dengan kualitas yang bisa bersaing
di dunia inteenasional. Latar Belakang Pendidikan yang dimiliki oleh setiap
individu tidak mempengaruhi pekerjaannya di masa yang akan mendatang,
meskipun seperti itu mahasiswa khususnya dituntut untuk memiliki
kemampuan di bidang teknologi informasi khususnya agar mampu
mengahadapi persaiangan yang ketat di tengah perkembangan modernisasi

saat ini.



Pengembangan diri bisa dilakukan secara personal maupun lembaga
seperti yang dilakukan oleh Unniversitas Negeri Jakarta sebagai lembaga
perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan
pengembangan diri terhadap mahasiswanya, hal ini dilakukan agar mahasiswa
yang lulus dari Universitas Negeri Jakarta dapat memiliki pengetahuan yang
luas dan sesuai dengan perkembangan waktu serta mampu berkompetensi
dalam dunia kerja dengan para lulusan Universitas lainnya. Untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja
sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik
lapangan, sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi negeri yang berkualitas.

Salah satu cara dari Universitas Negeri Jakarta dalam persiapan
mahasiswanya untuk menghadapi dunia yang seba modernisasi adalah dengan
program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktek Kerja Lapangan itu sendiri
dilakukan dengan bertujuan untuk mengenali dan memperoleh gambaran serta
dapat berlatih dan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan agar mampu dan
siap nantinya ketika terjun ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam
praktek kerja lapangan ini mahasiswa juga diberi kesempatan untuk
mengaplikasikan teori yang di dapat selama perkuliahan ke dalam praktik di
lapangan sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing.

Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
yang mengambil Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi

pendidikan Ekonomi dengan Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, maka salah



satu program yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan.
Program Praktek Kerja Lapangan dilakukan mahasiswa baik secara
perorangan (individu) maupun secara kelompok. Praktikan sendiri
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan secara berkelompok pada Sub Bagian
Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara II (MIA KN II) Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang pelaksanakan PKL di atas, maka maksud

dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan bagi Praktikan adalah :

1. Memperkenalkan dunia pekerjaan yang sesungguhnya kepada
mahasiswa.

2. Mendapatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa sebelum
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Memperoleh wawasan, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab
praktikan dalam melaksanakan tugas dan diharapkan dapat
menjadi lulusan yang siap terjun di dunia kerja.

4. Membandingkan pengetahuan akademis yang di dapat di bangku
perkuliahan ~ dengan  dunia  kerja  yang nyata dan
mengaplikasikannya dengan baik sebaik mungkin.

5. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman era

globalisasi dan modernisasi.



Selain itu ada pula beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, antara lain

1. Menjalankan kewajiban PKL yang merupakan mata kuliah
persyaratan wajib bagi mahasiswa jurusan Ekonomi dan
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Mempelajari suatu bidang unit kerja tertentu khususnya yang
praktikan lakukan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

3. Menerapkan secara langsung teori-teori yang dipelajari di
perkkuliahan serta membandingkannya dengan kenyataan yang
terjadi di lapangan.

4. Menambah wawasan dan keterampilan mengenai pengauditan di

lembaga yang bersangkutan secara nyata.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan, berikut adalah manfaat
yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program
program tersebut :
1. Bagi Mahasiswa :
a. Mendapat pengalaman bekerja di instansi pemerintah dan
menambah wawasan mengenai dunia kerja sebelum terjun

langsung.



b. Mampu mengaplikasikan teori-teori yang di dapat pada
perkuliahan di dunia kerja yang seusungguhnya.

c. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan rasa
disiplin serta tanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan.

d. Sebagai sarana untuk melatih keterampilan, cara bersikap, serta
pola tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang
pekerja yang professional.

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ :

a. Menjalain kerjasama dan memperoleh umpan balik dalam
upaya penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan lingkungan instansi/ perusahaan serat tuntutan
pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, Fakultas
Ekonomi UNJ dapat mewujudkan konsep link and match
dalam upaya peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder.

b. Mampu melihat serta menilai sampai sejauh mana mahasiswa
mampu menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang di dapat
pada perkuliahan.

c¢. Membangun hubungan yang baik antara fakultas mauoun
universitas terhadap lembaga atau perusahaan tertentu.

3. Bagi Instansi Pemerintahan, perusahaan swasta, dan BUMN :
a. Terjalinnya hubungan baik antara instansi pemerintahan,

perusahaan swasta, dan BUMN dengan lembaga perguruan



tinggi, serta menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling
menguntungkan dan bermanfaat.

b. Membantu menyelesaikan target atau tugas yang diberikan
pada instansi dengan tepat waktu.

c. Realisasi dari misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial

kelembagaan.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada sebuah
kantor instansi pemerintah.Berikut inimerupakan informasi data perusahaan

tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) :

Nama Instansi : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Alamat : JI. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210
Telepon :(021) 25549000 Ext. 1182

No Fax :(021) 57953198

Web : www.bpk.go.id

Bagian Tempat PKL :Seksi Manajemen Intern AKN IILA , Bagian

Auditorat Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa KeuanganRepublik
Indonesia

Adapun yang menjadi pertimbanganPraktikan melaksanakan PKL di
Sub Manajemen Intern AKN II,Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesiadikarenakan BPK — RI tempat Praktik yang tepat untuk mengenal


http://www.bpk.go.id/

dan memahami serta memperoleh pengalaman mengenai dunia kerja,

khususnya akuntansi audit terkait dengan penerapan akuntansi yang

digunakan pada instansi pemerintahan.

. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan,

terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 s.d. 11 Juli 2014. Dalam

melaksanakanPraktik tersebut, waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Praktikan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya antara

Praktikan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

l.

Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan Praktikan mencari informasi mengenai tempat
instansi/perusahaan yang sesuai bidang Praktikan. Setelah menemukan
yang tempat Praktik yang sesuai yaitu Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia,maka Praktikan mempersiapkan surat-surat pengantar
dari Fakultas Ekonomi untuk kemudian diberikan kepada pihak BAAK
pada 7 April 2014. Setelah mendapat persetujuan dari Fakultas Ekonomi
dan BAAK, Praktikan mendapatkan surat pengantar Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yang akan diberikan kepada Kepala Biro Humas dan
Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian dari Biro Humas dan
Luar Negeri BPK surat permohonan PKL disampaikan ke Auditama

Keuangan Negara II pada 6 Mei 2014. Setelah disetujui oleh pihak



Auditama Keuangan Negara II maka Praktikan memulai PKL pada

tanggal 10 Juni 2014

. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 1 bulan sejak tanggal
10 Juni 2014 sampai dengan 11Juli 2014. Dengan waktu kerja sebanyak
lima hari (Senin-Jumat) jam kerja pukul 08.00 — 17.00 WIB sedangkan
terhitung tanggal 30 Juni 2014 bersamaan dengan bulan Ramadhan jam

kerja sebanyak lima hari (senin-jumat) jam kerja pukul 07.30 — 15.30 WIB

. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal
8oktober 2014 hingga 21 November 2014. Tahap penulisan diawali
dengan mencari data yang dapat mendukung penulisan laporan PKL.
Setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut diolah menjadi
laporan yang lengkap dan praktikan menjalani proses bimbingan dengan
dosen pembimbing, setelah selesai menjalani bimbingan laporan

diserahkan sebagai tugas akhir laporan Praktik kerja lapangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah terbentuknya Badan Pemeriksa Keuangan diawali dengan
adanya Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa
tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil

pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Gambar II.I Gedung Pertama BPK RI Magelang

Sumber ://www.bpk.go.id/page/sejarah
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Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan
SuratPenetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang
pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang
berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa
Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno.

Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan
suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua
instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam
memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih
menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu Dberlaku bagi
pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia
Belanda), yaitu ICW dan IAR.

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948
tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke
Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap
mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun
1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK
Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus
1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat

(RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka
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dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan
salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno
mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua
Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS
berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa

pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Gambar IL.IT Kantor BPK RI Bogor

Sumber ://www.bpk.go.id/page/sejarah
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas
Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung
dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan
di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia
Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan

di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.
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Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang
menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan
Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa
Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas
Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa
Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan
kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg
Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi
MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk
menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat
kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober
1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti
dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun
1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar

Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas



13

penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI
berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966
Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai
Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu
diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5
Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah
mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan
Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan RI
sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan
dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan
kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga
pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan
sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI,
ketentuan yang mengatur Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam UUD Tahun
1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen Badan Pemeriksa KeuanganRI
hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga
UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga

pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.


http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf
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Untuk menunjang tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI didukung
dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
e UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
e UU No.l Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
e UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

1. Visi dan Misi BPK RI

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong

terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

e Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

e Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.

e Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk

penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara

Tujuan Strategis BPK adalah :



http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161145.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386158654.pdf
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e Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang
independen dan professional;

e Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;

e Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

e Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara.

2. Pemangku Kepentingan

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara' Dalam hal pertanggung jawabannya
Badan Pemeriksa Keuanganmemiliki beberapa pemangku diantaranya
lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah
yang diperiksa dan Aparat Penegak Hukum/APH), lembaga lain yang
dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-
lembaga internasional. Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dipengaruhi
oleh tingkat dukungan dari pemangku kepentingannya yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama®,

Pertama terhadap lembaga perwakilan, hubungan kelembagaan

Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan terutama pada saat penyerahaan hasil

1www.wikipedia.com/pengertianbpk
2 .
www.bpk.go.id



http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.wikipedia.com/pengertianbpk
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pemeriksaan BPK RI, baik hasil pemeriksaan rutin berupa LHP dan Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) maupun laporan hasil audit on call.

Kedua adalah pemangku kepentingan yang berhubungan langsung
dengan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan seperti manajemen entitas yang
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, Badan Pemeriksa
Keuanganjuga melaksanakan konsultasi dengan alat-alat kelengkapan
lembaga perwakilan seperti Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN),
Panitia Akuntabilitas Publik (PAP), dan alat kelengkapan seperti BAKN di
level DPRD.

Ketiga adalah pemangku kepentingan lainnya seperti media masa,
lembaga profesi, lembaga pendidikan dan lembaga internasional. Dengan
aparat penegak hukum, hubungan kelembagaan Badan Pemeriksa
Keuanganberkaitan dengan pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan
dalam pemeriksaan dan permintaan keterangan ahli dari pemeriksa Badan
Pemeriksa Keuangan. Dari sisi pihak terperiksa, rekomendasi dalam LHP
yang diserahkan BPK RI merupakan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
dalam jangka waktu tertentu.

Hubungan dengan media massa terkait dengan sosialisasi hasil
pemeriksaan atas keuangan negara untuk diberitakan kepada negara.
Hubungan dengan pihak internasional ditujukan untuk mempercepat
perwujudan tata kelola dengan melalui sinergi dengan lembaga lain dalam hal

pemberian bantuan dana maupun bantuan teknis kepada BPK RI.
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B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap
bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.” Struktur Organisasi
menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan peekerjaan antara yang satu
dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam
struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa
meleapor kepada siapa.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiroorganisasi
adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara
sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk
bersama-sama mencapai tujuan tertentu *.

Dalam sebuah organisasi harus terdapat sebuah struktur untuk
mengatur hak dan kewajiaban dari setiap anggota organisasi didalamnya. Sebuah
struktur juga akan menggambarkan tingkatan jabatan yang jelas sehingga akan
jelas pula wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap
pemegang jabatan dalam struktur organisasi. Tujuan dari struktur organisasi

adalah agar tidak ada tugas yang tumpang tindih antar pemegang jabatan,

>www.organisasi.org/1970/01/pengertian-struktur-organisasi-serta-empat-elemen-di-dalamnya-ilmu-pengetahuan-
ekonomi-manajemen.html

4http://dilihatya.com/ 1906/pengertian-struktur-organisasi-menurut-para-ahli


http://dilihatya.com/1906/pengertian-struktur-organisasi-menurut-para-ahli
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sehingga tercipta hubungan kerja baik yang dapat meningkatkan produktivitas
kerja setiap individu dalam perusahaan.
Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 34/K/I-VIIIL.3/6/2007 Tentang Struktur Organisasi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Struktur Organisasi Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri atas :
a) Sekretariat Jenderal
b) Inspektorat Utama;
c) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
d) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan
Keuangan Negara
e) Auditorat Utama Keuangan Negara I;
f) Auditorat Utama Keuangan Negara II;
g) Auditorat Utama Keuangan Negara III;
h) Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
1) Auditorat Utama Keuangan Negara V;
j) Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
k) Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
1) Perwakilan BPK RI;
m)Staf Ahli;

n) Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar I1.III Struktur BPK RI

Sumber :http://www.bpk.go.1d/page/struktur-organisasi

Adapun tempat Praktikan melakukan Praktik Keja Lapangan adalah
Auditorat Keuangan Negara II, Auditorat II.A, Sub Auditorat Manajemen
Internal AKN II,Seksi Manajemen Internal AKN IILA. Auditorat Keuangan
Negara IIdikepalai oleh seorang auditor utama. Pada bagian ini berfungsi sebagai
unit pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan tanggung jawab

kepada BPK melalui Anggota II BPK.



http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi
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Auditorat Keuangan Negara Il memiliki tiga seksi yang terdiri dari

Auditorat II-A, Auditorat II-B dan Auditorat II-C dengan tugasnya masing

masing. Pada tiap sub terdapat bagian pengelolaan manajemen khusus internal

yang dinamakan Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara II. Pada bagian

Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara II juga dibagi kembali menjadi

Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara II.A, Manajemen Intern

Auditorat Keuangan Negara [1.B, Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara

II.C. Masing masing Manajemen Intern Auditorat Keuangan Negara II ini

menjalankan fungsi sebagai pelayan dan penyedia semua yang dibutuhkan

auditor dalam prosedur dan kegiatan pemeriksaan akuntansi (audit).

AUDITORAT UTAMA
KEUANGAN NEGARA Il
[ [ |
AUDITORAT AUDITORAT AUDITORAT
LA I8 e
1
[ | ] ] ]
SUB AUDITORAT|  [SUB AUDITORAT|  |SUB AUDITORAT|  [SUB AUDITORAT, SUBAUDITORAT|  |SUB AUDITORAT|  |SuB AuDITORAT|  |SUB AUDITORAT
ILA1 A2 181 B2 e nc2 Ics WANAJEMEN
' = e INTERN AKN II
== J J =] | 1 =] =
Seksi
Manajeme:
4 s : | | | | | lgaanns ] ]
| SeksittAtt | | Seksinazi | | SeksinBia Seksi Il B2.1 Seksi[1C.1.1 Seksill.C.2.1 SeksillCA [ (o et
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Seksi
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- i ] [~ o 5 ] - ] - 59 - F o e & 99 - - —
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ILe

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL

T
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Gambar IL.IV Struktur Auditorat Keuangan II

Sumber :http://www.bpk.go.1d/page/struktur-organisasi

C. Kegiatan Umum Instansi

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah
lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga
negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi. Keanggotaan BPK terdiri dari 9 (sembilan)
orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden
dengan susunan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil
Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga
Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK


http://www.bpk.go.id/page/struktur-organisasi
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mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara
yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan
ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling
lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk
dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.Dalam  melaksanakan  tugas
Pemeriksaan, BPK berwenang :

1. Menentukan menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode
pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara

3. Melakukan pemeriksaan di tempat periyimpanan uang dan barang
milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-

perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening  koran,
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pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib
disampaikan kepada BPK

5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara

6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara

7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK
yang bekerja untuk dan atas nama BPK

8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa

9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan

10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang
untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh
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bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan
negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan
pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada
bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah
ditetapkan oleh BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara tertulis kepada

DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan
pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau
badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, memberikan
pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam

proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 39/K/I-VIIL.3/7/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
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Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bab VIII Pasal

329, AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan

nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

330, AKN II menyelenggarakan fungsi:

1.

Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan
mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana
implementasi rencana strategis BPK

Perumusan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi,
serta tugas dan fungsi AKN II

Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya
dilaksanakan oleh AKN II maupun yang dilimpahkan kepada
Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan,
Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas
AKN II

Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD

tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II
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6. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II,
yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK dan pemeriksa dari luar
BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK

7. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup
tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh
pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK

8. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II
yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan
kepada instansi penegak hukum

9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada

lingkup tugas AKN II
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, praktikan melaksanakan
praktek kerja lapangan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI). Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pemeriksa
Keuangan, praktikan ditempatkan pada Sub Bagian Manajemen Intern AKN II-
2C bagaian Auditorat Keuangan Negara II. Pada Bagian AKN II mempunyai
tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada
bagian perekonomia dan perencanaan pembangunan nasional.

Auditorat Keuangan Negara II melakukan kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan pada beberapa entitas yakni sebagai berikut :

1. Auditorat II.A memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa
entintas diantaranya : Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai

2. Auditorat II.Bmemiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa
entintas diantaranya: Departemen Keuangan dan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

3. Auditorat II.C. memiliki tugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa
entintas diantaranya: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen

Perindustrian, Departemen Perdagangan, Badan Pusat Statistik, Badan
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Standarisasi Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
Bank Indonesia, Dirjen Industri Baja, Penjamin Simpanan, PT Perusahaan
Pengelola Aset, Kementrian Koperasi dan UKM dan STAR SDP.

Pada setiap bagian Auditorat Keuangan Negara II, terdapat seksi yang
telah disebutkan sebelumnya yaitu Auditorat Keuangan Negara IIL.A,
Auditorat Keuangan Negara II.B, dan Auditorat Keuangan Negara I1.C. Pada
tiap bagian Auditorat Keuangan Negara I A — C juga terdapat satu
SeksiManajemen Intern Auditorat Keuangan Negara II.A yang bertugas
menyediakan dan mengelola semua kebutuhan baik data administratif dan
kesekretariatannya. Adapun wuraian tugas dan tanggung jawab pada

SeksiManajemen Internal Auditorat Keuangan Negara II, antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan dukungan administrasi
pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II meliputi surat penugasan
auditor, nota dinas, Surat Setoran Pajak, surat pencairan dana terkait
honor serta gaji auditor, surat perintah pemeriksaan, surat penyediaan
sarana dan prasarana untuk pemeriksaan kartu kendali belanja dan
sebagainya.

b. Pengkompilasian Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
AKN II yang salah satu kegiatannya adalah peng-input-an data Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh auditor ke dalam aplikasi Sistem

Pemeriksaan (SMP).
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C. Pengkompilasian laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian
negara dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN II

d. Pengelolaan sarana prasarana pendukung pemeriksaan meliputi
penyediaan semua perlengkapan selama pemeriksaan oleh auditor

€. Pemantauan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dari

luar BPK

f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama
Keuangan Negara II

g. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Auditorat II.C.

Tugas — tugas tersebut berlaku pada tiap Seksi Manajemen Internal
Auditorat Keuangan Negara Il yang mengakomodasi tiap-tiap sub Auditorat.
Pada kesempatan ini praktikan mendapatkan penempatan kerja di bagian MIA
KN-2C yang dikepalai oleh Bapak Eko Kindro Siswanto. Pada seksi MIA KN II-
2C ini menjalankan fungsi serupa dengan seksi MIA II yang lainnya yakni
mempersiapkan segala bentuk kebutuhan yang akan digunakan oleh pemeriksaan
oleh auditor terkait mulai dari tahap penyiapan dokumen sampai dengan tahap

pelaporan hasil pemeriksaan.

Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) prkatikan lakukan selama

satu bulan, sejak tanggal tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 11 Juli 2014.
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Selama melaksanakan praktek kerja lapangan, praktikan diberi beberapa tugas

yaitu :

1.

Membantu Mebuat Surat Masuk dan Lembar Disposisi Serta Menginput Data
Surat Tugas.

Pada minggu awal praktikan melaksanakan PKL, praktikan diberi
tugas yang cukup mudah yaitu membuat surat tugas dan lembar disposisi
yang ada pada Sistem Manajemen Arsip (SIMAR) BPK RI. Sistem ini
berfungsi untuk membuat dan menginput data surat masuk dan lembar
disposisi pada setiap sub bagian yang ada. Praktikan hanya perlu menginput
data yang berupa nomor surat, tanggal surat, asal surat dan perihal surat,
kemudian sistem ini akan menyimpan data tersebut dan mengeluatkan

lembar disposisi atau lembar tujuan dimana surat tersebut akan disampaikan

Erd T — S —— — ~- e
“ e eme Esteirs Date Datamase T o
= : ead
¥

Facmncrd- | U8 sin P spatng A o Gata-

s AL Date

\'}‘} Data Surat Masuk

DATA SURAT MASUK DATA MIA 1
384

Gambar IIL.I — Sistem Manajemen Arsip (SIMAR)

Sumber : Data diolah oleh penulis
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Selain membuat surat masuk dan lembar disposisi, praktikan juga
mendata serta menginput berkas surat tugas yang di lakukan pada bagian
MIA KN II-2C selama tahun 2013 dan 2014. Pada tugas ini praktikan hanya
mendata berkas surat tugas pada Microsoft excel untuk dijadikan arsip pada
bagian MIA KN II-2C.

Menginput Data Inventaris Barang MIA KN II-2C

Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, praktikan diberi
tugas untuk menginput data inventaris barang milik sub bagian MIA KN II-
2C. Barang-barang yang di data antara lain berupa laptop, printer, infokus,
televise serta recorder. Praktikan menginput semua data yang berkaitan
dengan inventaris tersebut seperti siapa peminjamnya, kapan waktu
peminjaman, berapa lama batas waktu peminjaman dan baru atau bekasnya
barang tersebut. Data tersebut praktikan input di dalam Microsoft excel dan
disimpan sebagai berkas untuk bagian MIA KN II-2C.

Menginput Data Event MIA KN II-2C

Pada minggu awal pekerjaan praktikan membantu pekerjaan di sub
bagian MIA KN II-2A karena pada bagian tersebut membutuhkan bantuan
untuk menginput data event pemeriksaan yang dilakukan pada Hotel
Santika. Praktikan menginput data event tersebut pada Microsoft excel.
Menginput Data Pada SSP

Dalam pekerjaan ini praktikan diberi tugas untuk menginput data

Surat Setoran Pajak (SSP) yang ada pada bagian MIA KN II-2C dengan
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diawasi oleh satu pegawai bagian MIA KN 2C uang dalam hal ini juga
membumbing praktikan dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Mnegarsip dan Memperbanyak Berkas

Dalam pekerjaan ini praktikan juga diberi tugas untuk membantu
memperbanyak berkas seperti meng-copy dan men-scan data-data bila
diperlukan. Pada pekerjaan ini juga praktikan mengarsip berkas-berkas
penting dari MIA KN II-2C seperti surat tugas, surat masuk, surat keluar
dan nota dinas. Semua berkas tersebut disimpan kedalam masing-masing
file dan semua berkas tersebut diurutkan sesuai dengan tanggal surat

tersebut dibuat.

C. Kendala yang di hadapi

pada setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti akan menjumpai suatu
kendala. Sama halnya dengan yang praktikan alami selama melaksanakan
praktek kerja lapangan di badan pemerikasa keuangan republic Indonesia (BPK
RI), praktikan menemukan beberapa kendala yang menjadi sedikit hambatan
dalam pelaksanaan PKL tersebut. Kendala yang praktikan jumpai seperti :
1. Praktikan merasa canggung dalam bekerja dengan pegawai dan instansi
pemerintah dan lingkungannya.

2. Kurangnya bimbingan dari pihak instansi dalam melaksanakan pekerjaan.
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3. Tidak stabilnya motivasi dan semangat praktikan selama melaksanakan

PKL tersebut.

Cara Mengatasi Kendala

Setiap kendala yang dialami dalam suatu pekerjaan pasti ada cara untuk
menghadapinya. Dalam hal ini praktikan mempunyai beberapa cara untuk
mengatasi setiap kendala yang praktikan temui dalam melaksankan Praktek

Kerja Lapangan seperti :

1. Praktikan mencoba untuk memberanikan diri memulai suatu percakapan
dan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kepada pegawai di
bagian praktikan ditempatkan. Hal ini dilakukan agar praktikan tidak

merasa canggung terhadap pegawai di bagian tersebut.

2. Praktikan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada setiap pegawai.
Hal ini dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik kepada
semua pegawai di bagian tersebut karena komunikasi memiliki peran
untuk  menciptakan  kepuasan  kerja, menyelesaikan  konflik,

meningkatkan produktivitas dan pembentukan hubungan yang baik.

3. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan

seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam
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definisi ini adalah intensitas, arah, ketekunan. Oleh karena ini untuk
membangun motivasi dalam bekerja diperlukan tujuan, dan untuk
mencapai tujuan tersebut diperlukan arah, intensitas dan ketekunan. Jadi,
dalam membangun motivasi kerja praktikan mencoba untuk lebih

bersemangat dan tekun dalam melaksanakan PKL tersebut.
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BAB IV
KSEIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana yang
diberikan oleh Universitas sebagai langkah untuk mempersiapkan calon
lulusan untuk siap terjun ke dalam dunia kerja. PKL juga merupakan suatu
cara agar mahasiswa dapat mengetahui secara langsung atau nyata tentang
dunia kerja setelah mendapatkan segala materi pembelajaran dalam kegiatan
perkuliahan.

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan sesuai dengan program studi
atau bidang konsentrasi mahasiswa. Praktek Kerja Lapangan ini memiliki
bobot sebanyak 2 (dua) SKS, program Praktek Kerja Lapangan dilakukan
selama 1 bulan oleh mahasiswa yang berjenjang Sarjana.

Pada Praktek Kerja Lapangan ini praktikan memilih melaksanakannya
di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang beralamat
di Jalan Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat 10210 Telp (021) 25549000.
Dalam kegiatan PKL ini praktikan ditempatkan pada sub bagian Manajemen
Intern Auditorat Keuangan Negara Il (MIA KN II) yang dilakukan selama

satu bulan.
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Selama menjalani masa PKL, praktikan memperoleh banyak
pengalaman, pengetahuan serta wawasan mengenai aktivitas-aktivitas dan
aktivitas akuntansi terutama pada bidang pemeriksaan akuntansi pada suatu
entitas pemerintah.

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang
dilakukan tersebut memberikan banyak pengetahuan bagi praktikan yang akan

berguna dalam persiapan turun ke dunia kerja.

. SARAN-SARAN

Selama menjalani masa PKL yang telah dilakukan pada Badan
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), praktikan memiliki
beberapa saran yang dapat berguna bagi pihak yang terkait dalam program
tersebut.

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL harus
mempersiapkan  secara matang seperti dimana tempat
melaksanakan PKL dan berkonsultasi kepada dosen untuk
menghindari kesalahan kedepannya.

2. Mahasiswa sebaiknya melakukan survey terlebih dahulu di tempat
ia akan melaksanakan PKL untuk mengetahui bagaimana

karakteristik tempat tersebut.
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3. Mahasiswa harus siap dalam hal mental untuk melaksanakan PKL
dan mampu beradaptasi dengan lingkungan agar tidak terjadi
kecanggungan dengan karyawan tempat melaksanakan PKL.

4. Bagi fakultas seharusnya dapat melakukan pelatihan kepada para
mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan agar
mahasiswa yang akan melaksanakan pekerjaan di tempat PKL.

5. Bagi pihak instansi pemerintahan atau perusahaan swasta
seharusnya lebih ramah dan mampu memberikan bimbingan

kepada mahasiswa yang melakasanakan PKL.
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Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Universitas Negeri Jakarta, Jalen Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rekror : (021) 4893854, PR 1: 4895130, PRI : 4853918, PR ITI : 4892926, PRIV : 4893982,
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI: 4752180 Y
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman : www.umj.ac.id

Nomor - 1853/UN39,12/KM/2014 7 April 2014

Lamp. : 1 lembar

Hal - Permohonan lzin Praktek Kerja Lapangan

- : P R b e T e S | et e p—ese———

Yth. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Luar Negeri
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

" Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menarima Mahasiswa Universitas Nageri —

+Jakaria :

Jurusan . Ekonomi dan Administrasi

Fakultas : Ekonomi

Sebanyak . 3 Orang (Ririn Aprilia, dkk) Daftar Nama Terlampir.
Untuk mengadakan ° Praktek Kerja Lapangan :

Dalam rangka - Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
No. Teip/HF - 0B9B3T0O73387

Di - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK} RI

JI. Jenderal Gatot Subroto, Kav.31, Jakarta Pusat 10210

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampalkan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
tkadomik dan Kemahasiswaan,

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Ekonomi dan Adminig



Lampiran 2 Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI :
Jalan Guot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210, Telepon 021- 25549000 Pesawut 1 182 Fuksimile 021. 57953168

Nomor : (28 /s/X.2/05/2014 Jakarta, & Mei2014
Hal : Tanggapan Atas Permohonan ljin Praktek Kerja
Lapangan

Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Jakarta
di

Jakarta

Menjawab surat darl Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas
Negeri Jakarta Nomor: 1853/UN39,12/KM/2014 tanggal 7 April 2014 mengenal permohonan
ijin praktek kerja lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Administrasi
atas nama: Ririn Aprilia, NIM: 8105123290, Ervina Damayanti, NIM: 8105123260 d-an Indah
Lestari, NIM: 81051123269, dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan dapat kami
terima untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di unit kerja Auditorat Keuangan Negara Il
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada bulan Juni 2014.

Demikian tanggapan kami. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

‘:\uﬁ_"ﬁlﬂ-ﬂ;l &
Pllz7Kepala Biro H{mag dan Luar Negeri,

X o

L=

& | sERuL

- JESDEHRAL 2
ska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M. A¢
TeNIp. 197 7032003

L -
EJE-J}; T

Tembusan :
Sekretaris Jenderal BPK RI.



Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Lapangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
JI. Gatot Subroto No, 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. Eﬂ??l 25549000 Ext. 1182 Fax. 5021] 57953198
SURAT KETERANGAN

No. 10/8/X.2.2/07/2014
Jakarta, Juli 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Rati Dewi Puspita Purba, S.E. M.M
Jabatan . Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media

Biro Humas dan Luar Negeri

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
NIP . 196301211980032001

menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Indah Dwi Larasati
Nim : 8105123269
Bidang Studi : Ekonomi dan administrasi

telah melaksanakan magang di unit kerja Auditorat Keuangan Negara Il BPK Rl pada
bulan Juni 2014,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.




Lampiran 4. Lembar Disposisi

v —

e 1

e

Kepala Auditorat ILA

LEMBAR DISPOSISI
Kepala Auditorat I1.C
ID MIA 608 /MIAIC / 7/2/2014 Tanggal Masuk 7/2/2014
Perihal Surat Informasi Kenaikan Pangkat Reguler Periode Oktober 2014 dan Batas Waktu
Penyimpaian Kelengkapan Berkas Persyaratan
Nomor Surat 929/MD/X.3/06/2014
Tanggal Surat 6/17/2014
Asal Surat Kepala Biro SDM - Disp. Tortams Il
Diteruskan Kepada Catatan Paraf
U brtama KN I IY?
0 ‘s ﬂﬁf—uém. {e 74

L Kepala Auditorat |1.B
= Kepala Sub MIA KN II
') Kasub Auditorat 11.C.1
SKasub Auditorat IL.C.2
"_-E'"Kasub Auditorat 11.C.3
" Kepala Seksi MIA I1.C

] Lain-Lain

Due Date




Lampiran 5. Data Inventaris Barang

7 home  hiet  mgelyod o Do Reew  View B $-"
o - - . - | o = 71 I hdoSom-
_-_J[_m Calben U - K .'.*' = Wiap Test (-Hﬂl }ﬂ g g{ ?E .!_1 BH. Eh
"t BF TR A FOURE Juvercon- B0 of U S fot 8 et el SRR ENE
o Font . Apmeet «  New G Shes el Estng
6 vk Keemgn
-, A= C A F A 8 1 &
1 M. Nama Barang Maret Tipe No.Kode No. Pendaftaran K
1 1  Dig TapeRecorder Olymous VN-S00PC 004.0L00.003019.2012  3.06.0L.0L07%.0333 Baru
32 Dig Tape Recorder Olymous WNBRIDOC  00A0100.0030192012  2.06.0L0LO76.0334 Bary
43 Dig TapeRecorder Olymons VNSHOPC  004.0000.0030192012  306.00.00076.0338 Bary
§ 4 Dig. Tape Recorder Obympus VN-EG0PC  OO40LO0003019.2012  3.08.0L.0L07.033 Bary
65 Dig Tape Recorder Ohymous VNSH0OC  O040LO0OCNINL A0GOLOLOME Bary
76 Dig Tape Recorder Olympus VN-SH0PC  O0A0LO0OO301S20 1060001070338 Bary
8 7. Dig Tape Recorder Otympus VN-EG00°C  ODAOLOCOCNIS0L  L0GOLOLOMIN Bary i
98 M Motorola Talkabout MH2IR (OLOLOCOGNIS0L2  3.06.02.0L006.0180 Bar.
098 H Motorola Talkabout M08 40L00003092012  3.06.00.00006.0181 Bary
HY H Motarola Talkabou! MHI3R DOLOLOO0ONISN 3.06.000L00G.0LE2 Bary
RIL W Moterola Talkadout V238 OA0LO0O0NISN1T2  30802.0L006.0183 Bary
1310 Prister Dotmatrix Epson 02190 OOA0LOO00I9.2012 3.10.02.03.003.189 Bary
4 13 Notebook Dell Vostro 3450  004.0LO0.00301S.2012  L.10.00.02063.837 Bary
I5 14  Nolebook Dell Vostro 3650  ODAALOO.O0X1S.2012 31001020058 Bary
16 15.  Notebook Dell Votro350  OO40LO00ONIS.012  3.10.01.020632375 Bar.
1716  Notebook Del VostroMS0  00AOLOOONIS20L  AI00LI2OG.ER By
18 1. Notebook pell Vostro350  004.0LOD0CXIS012  L10010208.57 Bary
1918 Notebook Del VostroM30  OMA0LOOO0XI9200 3100102003 N7 Bary
215 Notebook Dell VostroMS0  OO40LOOOMIOIS.NR  A00L0206.17 Bary
7N PrinterLaseriet HP P1102 4010000052013  3.10.02.03.003.1818 Baru
0N Printer Lasenet HP LI OACLOGO0NIS NI 1100202015 " Bary
B0 Kalkulator Telstruk Casig DF-240TM 004.01L00003005.2012 3.05.01.00.002.0054 Bary
M A Kaolator Telstruk Casin DR 240TM OM4OLO0O0MIN0N 3050000002005 Bary
%M Kalulator Telstruk Casio DR-2OTM  OOA0LOGOONIS0L 3.05.00.01002.009% Bar

daftar barang pemwpamen  pergembae




Lampiran 6. Sistem Manajemen Arsip (SIMAR)
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Lampiran 7. Surat Setoran Pajak (SSP)

| | SURAT SETORAN PAJAK | )
N\, KEMENTERIAN KEUANGAN R.1. o LEMBAR
557/ DIREXTORAT JENDERAL PAJAK ;( SS P)

Untuk KPPN

NPWP 2 Bedy 19,72 1L 48 98 1909
Dilizi sesprad dengan Nomor Pokok Wajik Pafak yang dimilikd il
NAMA WP PO L i e BB

ALAMAT WP D b RaVS-R263E-MINGEY RUKS-RISWaL MO 18-B-Jakarta-Selatam «emmmss o ressriessscramesscosrsmmsenssensrssinsen

——— e P T T T SR T o P S P PP T PR e T T PR TR ST Y

vt
o e
-
o
-

NOP s Eaed i ] Lok i 3 L fasube sy

Dilsf sesusi dengan Nomar Objer Pajak
ALAMAT OP B L S R Y R A SR Y A T S O e e

L L LTl T P D e L L L]

Kods Alum Pajak TN MO ] s S i

4 32427 3 $ 00

Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr Mei | Jun Jul Ags | Sep | Okt MNov | Des

Tahun Pajak
l 2 0 1 il
: 11
Berd tanda silang [ X ) pada kelom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Disi Tahun terutangnys Pajat

Nomor Ketetapan s Eaty v g Vil TR o + YL ..
Difsl sesual Nomor Ketetapan: STP SKPKS atau SKPKET

Rp 135.818 e . .
Jumlah Pembararan IR e S L e I e DL A—— Diisi sle.f?gan rupesh penuh
TOrDRANG £ oo T P L D R ) B I oo

- e R i S R - e B4 R B Rk BB S, A A S S AR § e S B 5 S A SR 6 S R B B Bt AR B i i R SEE 55 B U FEB A P

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ................... M O i

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Bendahara Pengeluaran BPK-RI

F.5usiminarto ©A,SE.Ak
Rana JoBE .. R

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa *
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F2.0.32.01




Lampiran 8. Data Utang

' _.._
< BRKAKN2

Event 01 12 Med 2004

ND. RODM NAME tMay1d | 2Maydd | SMapdd | eMaydd | SMoyld | GMapdd | Mapdd | SMuydd | SMeydd | 10-Mapdd | 10Mop1d | 128May08 TOTAL
1 |MEETING PACKAGE £5,000,000 | 86,000,000 | €9,960000| 15,000,000 | 5,000,000 85,000,000 | 76,000,000 | 7R001000 | 13500000 | 13,500,600 | 13500000 | 13,390,002 536,940,000
1 ADDIONAL MEETING L Ts0000 £000,000| 1500,000| 1,502,000 L500,000 | 1,000,000 12,150,000
3 AN PALACE MEETENG I__.. 2 §500032 | 7500016 | 0,500,020 | 9499997 | §5000%0 103,500,045
4 Bt Wisayan'i 775 = A 1,550,000 «
5 re Anggtiani 750004 7750004 1,550,000
E Patrice L Sihoenbing e i 1,550,000
7 fBi D Anind Jusgoal - 3 1,550,000
[ Niflah Cumalasari 775000 ) 775,000 1,550,000
3 Hasty Ashidial mEgo0) 75000 1,550,000
10 Jie R 5000 775,00 1,550,000
1 g Wardharl Do) 75000 1,550,500
12 Des Fert i “Mm ]ﬁ 1,552,000
13 ad Adib Susle ] i 1,550,000
4 Rifanm TEaT  TA] 1,550 063
15 | T Handoks 7 1m0 1,850,800
16 ng Seciyane FIS00| 75000 1,350,000
17 el Knog “rspoal  TTs000 1,550,000
18 Faariani M50 - 7750 1,550,000
1 Lol 15000 1,350,050
paland | 7300 L5000
1 wni Suslasturi 775,100 1,550,000
Utama 7750001 725,000 1,550,000
Masbariah Irayaeti 775,006 775,000 1,560.000
M Hary Ryachn _msoa| 7o 1,550,000
= Muhammad Ayid _Tsoo| 775,000 1,850,000
2% 775, 175,000 © 1,550,000
Ida Tidar msgoal 75000 1,550,000
1] n 775,000 775,000 1,550,000
M Sarffadin _T50001 :ﬁ% 1,550,000
Uty Spataat J15,00 . 1,550,000
31 Budi Sitvianto Tsmo; . 115000 ) 1,550,000
n Della Rica ) L 1,550,000
1 Suprisdi S0l 775,000 _ 1,550,000
3¢ Ben 1 715008 ] - 775,000 1,550,000 ¢
% Dina Prathwi . J75,008 | 775,000 1,550,060
3 Ren| Herawati o _TISP00] 775000 1,550,000
n Benny Firmansysh  mspoal  7Is.o00 1,550,000
) Rahma Fitrl msme | TS0 _ 1,550,000
7] lheaii ez T 1,350,000
[ Hury &énl ST 000 ) - TTS00 ] 1,550,000
a1 Dudy 705,000 | 775,000 1,550,000
[ Deny Prasatyo 5000 . 775,000 1.350,000
4 Pawl Fatrnawaty iS00 | 715,000, 1,550,000
M Siman T T 1,560,000
45 to Armal Duranderl | 1.050,000| 1,056,000 d 2,200,000
46 Edi Penwirantn COTIS00e | TISA0 i | 1,550,000
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KEMENTERIAN PENQIBIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Gedung R Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285

www. Unj.ac.id/fe
~ DAFTAR HADIR

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3 2 SKS
Nama : Indolh Dudy Larasoty
No. Registrasi : 05123264
Program Studi - Pendidikan Trorem)
Nama instansi ‘Badon Pemernsa Keuangon (Bek)

No. ] Hari/Tanggal Paraf ' Keterangan

......................................

.....................................

s | Sen, W 3 o204 gl

Selasa, 17 Juni 204

o

komis, 13 jom 204 | B
Juwat, 20 Jum 2019 g e

A

B‘a‘m PRy

1. S#050 , 24 Juni J0M T T

2. | Rebu, B Tomi 204 .tk
e, 16 Jun

13. kﬂmg’ ‘H}H F13: ﬁ

14. Jurec | 17 Sum 2014

Covin , 3 Jumi 20W

Catatan :
1. Format ini dapat digunakan seuai kebutuhan
2. Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi




Lampiran 10. Lembar Penilaian Praktek Kerja Lapangan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Gedung R Rawamangun Muka Jakarta 13220

Pt www, Unj.ac.idffe

guibdirs Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
Penilaian Praktek Kerja Lapangan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
2 SKS
Name  \rdabn Duit Locasaei
Nomer Registrasi : 0503269
Program Studi/Jurusan ! Pendicl ikan Bronomi /EA
Tempat praktik : Bogan Rometika ¥enongen (206)
NO| ASPEK YANG DINILAI SKOR | e rremancan
59-100
{. | Kehadiman ~a¢_. | Keterangan Peulaar
2. | Redisiplinan 2% | skor Nilsi Predikat
3. | Sikap defa Kepribadian .39 | se-100 A Sangat Baik
4. | Kemampuon Dasar 85 | 1079 B Baik
3. | Keterampilan Menggunskan {; 60-69 C Cukup
Fasilitas 5 55.59 D Kurang
6. | Kemampuan Membaca Situasi Nilai sata-rata -
D Mesgganibil Eepotusan F ol s SN TR
7. | Partisipasi don Hubungan 10 (sepuluk)
8. | Aktivites don Koestivitms | .97 | Witai Ak
9. | Kecepatan Waktu Penyelessian g¢
£y ST S | (A Angka bulst Hueu?
10.| FHasll Pekerjaan oY
JUMLAH 442

Mohon legalitas dengan membubuhi cap instansi
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Lampiran 12. Jadwal Harian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

52

No. | Hari, Tanggal Keterangan pembimbing
1. | Selasa, 10 Juni Diberikan pengarahan Bapak Johan & Ibu
2014 mengenai lingkungan di Uni
MIAKNIL
Membantu menginput data
utang pada Bagian MIA KN
I1-A
2. | Rabu, 11 Juni Diberikan bimbingan untuk | Bapak Johan
2014 menjalan program aplikasi
Sistem Manajemen Arsip
(SIMAR).
3. | Kamis, 12 Juni Membuat dan surat masuk | Bapak Johan
2014 dan lembar disposisi pada
SIMAR
4. | Jumat, 13 Juni Membantu membuat Nota Bapak Johan
2014 Dinas dalam software
SIMAR
Membantu memperbanyak
dokumen lembar disposisi.
5. | Senin, 16 Juni Menyusun serta menginput | Bapak Johan
2014 data Surat Tugas sebagai
Arsip pada microsoft Excel
6. | Selasa, 17 Juni Menginput Data Inventaris | Bapak Johan
2014 Barang pada microsoft excel
7. | Rabu, 18 Juni Menginput Surat Keluar | Bapak Johan
2014 dalam software SIMAR

BPK RI
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e Memperbanyak dokumen

Memperbanyak Dokumen

8. | Kamis, 19 Juni LIBUR PROGRAM PKU BPK
2014 RI
9. | Jumat, 20 Juni LIBUR PROGRAM PKU BPK
2014 RI
10. | Senin, 23 Juni Menginput surat masuk dan | Bapak Johan
2014 keluar dalam jurnal surat
Memperbanyak dokumen
11. | Selasa, 24 Juni Menginput Nota Dinas ke Ibu Siti Rochani
2014 dalam Jurnal Nota Dinas
12. | Rabu, 25 Juni Menginput Nota Dinas ke Ibu Siti Rochani
2014 dalam Jurnal Nota Dinas
Memperbanyak Dokumen
13. | Kamis, 26 Juni Menginput Data Inventaris | Bapak Johan
2014 Barang pada microsoft excel
14. | Jumat, 27 Juni Menginput surat masuk dan | Bapak Johan
2014 keluar dalam jurnal surat
Memperbanyak dokumen
15 | Senin, 30 Juni Membantu mengisi Surat Bapak Johan
2014 Setoran Pajak dengan Mesin
Tik Elektronik
16. | Selasa, 1 Juli Menyusun serta menginput | Bapak Johan
2014 data Surat Tugas sebagai
Arsip pada microsoft Excel
17. | Rabu, 2 Juli Membantu mengisi Surat Bapak Johan
2014 Setoran Pajak dengan Mesin
Tik Elektronik




54

18. | Kamis, 3 Juli e Menginput surat masuk dan | Bapak Johan
2014 keluar dalam jurnal surat
e Menginput Surat Masuk dan
Keluar dalam software
SIMAR BPK RI
19. | Jumat, 4 Juli SAKIT
2014
20. | Senin, 7 Juli e Menginput Data Inventaris | Bapak Johan
2014 Barang pada microsoft excel
21. | Selasa, 8 Juli
2014
22. | Rabu, 9 Juli e Menginput surat masuk dan | Bapak Johan
2014 keluar dalam jumnal surat
e Menginput Surat Masuk dan
Keluar dalam software
SIMAR BPK RI
23. | Kamis, 10 Juli e Menginput Data Inventaris | Bapak Johan
2014 Barang pada microsoft excel
e Memperbanyak Dokumen
24. | Jumat, 11 Juli e Menginput Nota Dinas ke Ibu Siti Rochani

2014

dalam Jurnal Nota Dinas




